
 

 

BUPATI PEKALONGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 18 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 

 
 
 

SALINAN

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA 
PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK 

DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEKALONGAN, 

Menimbang :  a.  bahwa untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang 

terdampak akibat   bencana,   baik   bencana   alam, 

bencana  non  alam,  dan/atau  bencana  sosial,  dan 

sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 

tentang  Pajak   Daerah   sebagaimana   telah   diubah 

dengan  Peraturan   Daerah   Kabupaten   Pekalongan 

Nomor 6   Tahun   2012   tentang   Perubahan   atas 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pekalongan  Nomor  10 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dapat dilakukan 

pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau 

penghapusan   sanksi   administratif   berupa   bunga, 

denda, dan kenaikan pajak yang terutang bagi pelaku 

usaha yang ada di Kabupaten Pekalongan, sehingga guna 

pelaksanaan pemberian insentif/stimulus dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien, maka Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan 

Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta 

Sanksi Administrasinya perlu ditinjau kembali dan 

diubah; 

b. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana 

dimaksud dalam   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian 

Pengurangan Keringanan   dan   Penghapusan   Pajak 

Daerah Beserta Sanksi Administrasinya;
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Mengingat : 1. Undang–Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah–daerah     Kabupaten     dalam 

Lingkungan Propinsi   Jawa   Tengah   (Berita   Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang–Undang  Nomor  9  Tahun  1965  tentang 

Pembentukan Daerah   Tingkat   II   Batang   dengan 

mengubah Undang–Undang  Nomor  13  Tahun  1950 

tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang   Ketentuan   Umum   Tata   Cara   Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

4. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 

Perbendaharan Negara   (Lembaran   Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan   Retribusi   Daerah   (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan

 Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679), 
 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II 

Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan 

ke Kota   Kajen   di   Wilayah   Kabupaten  Pekalongan 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986 

Nomor 70); 
 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dan Daerah Tingkat II Batang (Lembar Negara Tahun 

1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
 

3381); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 

Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
 

Indonesia Nomor 5161); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 

2016   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara 
 

Republik Indonesia Nomor 5950); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman   Pengelolaan   Keuangan   Daerah, 

sebagaimana telah   diubah   beberapa   kali   terakhir 

dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan 

Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan; 

15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pekalongan  Nomor  6 

tahun 2008    tentang    Pokok    pokok    Pengelolaan 

Keuangan Daerah   (Lembaran   Daerah   Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten pekalongan Nomor 5); 

16. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pekalongan  Nomor  10 

Tahun 2010 tentang  Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten    Pekalongan    Tahun    2010    Nomor    10 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor  18),  sebagaimana  telah  diubah  dengan 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pekalongan  Nomor  6 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 27); 

17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian 

Pengurangan, Keringanan   dan   penghapusan   Pajak 

Daerah Beserta Sanksi Administrasinya (Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 15); 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN UMUM 

DAN TATA      CARA      PEMBERIAN     PENGURANGAN 

KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH 

BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA.



5  

Pasal I 
 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara  Pemberian  Pengurangan  Keringanan dan 

Penghapusan Pajak Daerah       Beserta Sanksi 

Administrasinya. (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2012 Nomor 15), diubah sebagai berikut: 
 

 

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 7A 
 
 

(1) Dalam  keadaan  tertentu  yang  dapat  mengakibatkan 

terpuruknya perekonomian masyarakat akibat bencana, 

baik bencana  alam,  bencana  non  alam,  dan/atau 

bencana sosial, maka pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif   berupa   bunga,   denda,   dan 

kenaikan pajak yang terutang dapat dilakukan tanpa 

adanya permohonan dari wajib pajak dan kelengkapan 

administrasi lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 7 ayat (1) dan ayat  (2) Peraturan Bupati ini. 

(2) Pelaksanaan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi 

administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

 

Pasal II 
 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan      Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 
 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 16 Maret 2020 
 

 

BUPATI PEKALONGAN, 
Diundangkan di Kajen 
Pada tanggal  16 Maret 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

 ttd 

MUKAROMAH SYAKOER 

 

TTD 
 

ASIP KHOLBIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR  19 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

 
NIP. 19631005 199208 2 001 


